
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 72 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG 
SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 
2014, telah diatUr mengenai Sistem Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; 

b. bahwa dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan 
peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi maka 
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 87 
Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khus-us Ibukota 
Jakarta; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015; 
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4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil • 
Negara.; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta; 

12. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem 
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

13. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat; 

MEMUTUSI<AN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM 
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 
Nomor 72032), diubah sebagai berikut : 



1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat 
KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari 
pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
•sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau Subordinat dari 
SKPD. 

9. Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pegawai 
Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dewan Komisaris 
BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta. 

10. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat 
UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan 
tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, 
penolakan dan pemberian Gratifikasi serta pelaporannya. 

11, Program Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat 
PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem 
pengendalian praktik-praktik Gratifikasi yang meliputi tahap 
pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem 
dimaksud. 



12 Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi 
penerimaan atau pemberian uang/ setara uang, barang, 
rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang 
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 
tanpa sarana elektronik. 

13. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang 
diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan 
jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya. 

14. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai 
yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya. 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 7 

(1) Gratifikasi yang dapat dianggap suap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagai berikut : 

a. uang terima kasih dari pihak ketiga setelah proses lelang 
atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan 
penerima; 

b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, 
akomodasi dari pihak ketiga yang diketahui atau patut 
diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan 
dengan jabatan penerima; 

c. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima 
petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa 
dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan 
barang dan jasa yang sedang dijalankan; 

d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima 
pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta dari pihak ketiga sebagai hadiah atas 
Perjanjian Kerja Sama yang tengah dijalin; 

e. fasilitas perjalanan wisata oleh pejabat/pegawai Pemerintah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pihak ketiga; 

f. fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam 
kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban 
pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta dari pihak ketiga yang tidak relevan 
dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

potongan harga khusus (diskon) pada saat pejabat/ 
pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta membeli barang dari pihak ketiga yang sedang 
bermitra dengan Pemerintah Daerah; 

g.  



h. parcel oleh pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta dari pihak ketiga pada saat Hari 
Raya Keagamaan; 

i. sumbangan berupa katering dari pihak ketiga pada saat 
pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta melaksanakan pesta pernikahan; 
dan/ atau 

. penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap pejabat/pegawai wajib menolak Gratifikasi sebagaimana 
diatur pada ayat (1), kecuali : 

a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung; 

b. tidak diketahui identitas pemberi; 

c. penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi; atau 

d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, 
seperti : 

1. dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik 
institusi; dan/ atau 

2. membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada 
ancaman lain. 

(3) Setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan penerimaan 
Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
kepada : 

a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 
penerimaan; dan/atau 

b. UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
penerimaan untuk diteruskan ke KPK. 

3. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 8 diubah, serta 
ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d sehingga Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan terkait dengan 
kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 
terdiri dari : 

a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan 
makan, cinderamata yang diterima oleh pejabat/pegawai 
dari instansi atau lembaga lain dalam kedinasan; 

b. plakat, vandel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, 
lokakarya, pelatihan yang diterima oleh pejabat/pegawai 
dari instansi atau lembaga lain dalam kedinasan; 



c. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi 
terbuka dalam kedinasan; dan 

d. penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang 
maupun setara uang, sebagai kompensasi atas 
pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, 
konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh 
pejabat/pegawai dalam kedinasan. 

(2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilaporkan kepada UPG. 

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 9 

(1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari: 

a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/ 
nenek, bapak/ibu/ mertua, suami/istri, anak/menantu, 
cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan 
keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan; 

b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang 
yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan., 
kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dan potong gigi atau 
upacara adat/ agama lainnya dengan batasan nilai per 
pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah); 

c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang 
dialami oleh pejabat/pegawai, bapak/ibu/mertua, 
suami/istri, atau anak dari pejabat/pegawai paling 
banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian 
per orang; 

d. pemberian sesama pejabat/pegawai dalam rangka pisah 
sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang 
tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara 
uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu 
rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian 
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun 
dari pemberi yang sama; 

e. pemberian sesama pejabat/pegawai tidak dalam bentuk 
uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, 
saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain) paling 
banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 
pemberian per orang dengan total pemberian maksimal 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun 
dari pemberi yang sama; 

f. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, 
diskon/rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya 
yang berlaku umum; 



g. hidangan atau sajian yang berlaku umum; 

h. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti 
dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, 
perlombaan atau kompetisi; 

i. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi 
atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; 

j. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai 
berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang 
berlaku umum; 

k. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat 
tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi 
kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, 
pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum; 

1. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang 
atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan 
prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

m. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar 
kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas 
dan fungsi dari penerima Gratifikasi dan telah 
mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau 
pihak lain yang berwenang. 

(2) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak wajib dilaporkan sepanjang Gratifikasi tersebut tidak 
berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan 
kewajiban atau tugas pejabat/pegawai. 

5. Ketentuan ayat (3) huruf c dan huruf d dan ayat (4) huruf c 
Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 14 

(1) Gubernur bertanggung jawab atas pengendalian Gratifikasi 
di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

(2) Dalam rangka pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG di 
tingkat Provinsi dan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi. 

(3) Susunan UPG di tingkat Provinsi terdiri dari: 

a. Pengarah 	: Gubernur/Wakil Gubernur 
b. Ketua 	: Inspektur 
c. Sekretaris 	: Inspektur Pembantu Bidang Investigasi 
d. Anggota 	: Inspektur Pembantu/Auditor/Pejabat 

Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah 
pada Inspektorat 
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(4) Susunan UPG 
terdiri dari : 

di tingkat 	Kota/Kabupaten Administrasi 

a.  Pengarah : Walikota/Bupati 
b.  Ketua : Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten 
c.  Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 

Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi 
d. Anggota : Auditor/Pejabat 	Pengawas 	Urusan 

Pemerintahan Daerah pada Inspektorat 
Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi 

(5) Anggota UPG di tingkat Provinsi ditetapkan oleh Inspektur 
dan di tingkat Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Inspektur 
Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi. 

(6) UPG dapat dibentuk pada Badan Usaha Milik Daerah yang 
berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Mei 2017 

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

DJAROT SAIFUL HIDAYAT 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Juni 2017 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2017 NOMOR 72037 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHU S IBUKOTA JAKARTA, 

Y AN YUHANAH 
NIP 196508241994032003 
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